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BUPATI MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN 

NOMOR 188/61/Kept/403.013/2022 

TENTANG 

PENETAPAN PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  

BAGI PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH  

DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN  

OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  

TAHAP KEDUA TAHUN 2022 

 

BUPATI MAGETAN, 

 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan 

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah 

Daerah bertanggung jawab terhadap pemberian 

bantuan kesehatan bagi penduduk dan keluarga 

dengan kategori kemiskinan dalam bentuk jaminan 

ketersediaan pelayanan kesehatan dengan 

pendekatan promotif, preventif, kuratif, atau 

rehabilitatif; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan 

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Penanggulangan Kemiskinan, pelayanan 

kesehatan dengan pendekatan promotif, preventif, 

kuratif, atau rehabilitatif sebagaimana dimaksud 

pada huruf a terintegrasi dengan Sistem Jaminan 

Kesehatan di Daerah; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 12 

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

SALINAN 
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Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapakali 

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 

64 Tahun 2020, perlu mendaftarkan penduduk dan 

keluarga dengan kategori kemiskinan sebagai 

peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional; 

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan 

Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 

Kesehatan sebagaimana telah beberapakali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 

Tahun 2020, Iuran bagi Penduduk Pekerja Bukan 

Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan 

oleh Pemerintah Daerah dibayarkan oleh Pemerintah 

Daerah; 

e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) 

Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2020 

tentang Program Bantuan Kesehatan Bagi Penduduk 

dan Keluarga dengan Kategori Kamiskinan 

disebutkan bahwa perubahan data akibat dari 

penambahan kepesertaan bagi Penduduk Pekerja 

Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang 

didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan 

secara bertahap oleh Bupati yang difasilitasi oleh 

Dinas Kesehatan; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada 

huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu 

menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan 

Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi 

Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan 

Bukan Pekerja yang didaftarkan  Oleh Pemerintah 

Kabupaten Magetan untuk Tahap Kedua Tahun 

2022; 

Mengingat 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4456); 
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2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 4967); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 5235); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran 

Negara Rpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 5256); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 

tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 264 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 76 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
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Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan 

Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5746); 

8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199); 

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana 

telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 

2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 130); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 

tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan 

Kesehatan Nasional ( Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan 

Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional            

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 33); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indoneia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
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tentang Perubahan Atas Peraturan  Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun  2019 Nomor 157);  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 

2021 tentang Pedoman Penyusunan Aggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2021 

Nomor 926); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 

Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Magetan Nomor 92);  

14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten 

Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 

2019 Nomor 13); 

15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2020 

tentang Program Bantuan Kesehatan Bagi Penduduk 

dan Keluarga denga Kategori Kamiskinan (Berita 

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10); 

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor: 188/328/Kept/403.013/2021 

tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan 

Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah 

dan Bukan Pekerja yang didaftarkan Oleh Pemerintah 

Kabupaten Magetan untuk Tahap Kesatu Tahun 2022; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   :   

KESATU   : Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional 

Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan 

Bukan Pekerja yang didaftarkan Oleh Pemerintah 

Kabupaten Magetan untuk Tahap Kedua Tahun 2022, 

sejumlah 884 ( Delapan Ratus Delapan Puluh Empat ) 

jiwa dengan rincian sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Keputusan ini. 
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KEDUA          : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 Ditetapkan di Magetan 

 pada tanggal  21 Februari 2022  

   

      BUPATI MAGETAN, 

    TTD 

 SUPRAWOTO 

 

 

 

 


